GUBERNUR SULAWES] SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 100 TAHUN 2017
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAK
MENENGAH KEJURUAN NEGERT PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

Mengingat

=

Fa

PROVINSI SULAWES] SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentyan Pasal B ayn: (12)

 Peraturan Daerah Provingi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentulan da« Susunan Peranghkat Daerah,
maka dalam rangla pelaksanazan fugas teknis operasinny! dan
teknis penunjang tertentu pada Dinag Pendidikan Provine
Sulawesi Selatan, Perlu membentuk Unit Pelaksana Jexnig
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri,

bahwa sehubungan maksud dalam huryf a, periu menetsjikan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Crganisasi Dan
Tata Kerja Unit Felaksana Teknis Sekelah Menengah Kejuryan
Negeri Pade Dinas Pendidikan Provins Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentyjkan
Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 entang Aparary- Bipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indapesia
Nomor 5494);

Und&ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 214
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Unda.ug-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Untlangﬂndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang~Undﬂng Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminigrras
Pemerintahan (Lembaran Negara Republil Indenesia Talun

2014 Nemor 292, Tambghan Lembaran Negara Repuklil
Indonesia Nomor S601);



il

o

Peraturan Psmerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tehun 2010 Nomor 23, Tambalian

Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 5105),

7. Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun 2016 tentang Ferzngkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

8. ‘Peraturan Daerah Provinsi Sulzwesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentulean dan Susunan Perangkar Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor

1C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menstapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORG ANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENEN GAH KEJURUAN
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWES] SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa) 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

Ly
2.

10,

1

12,

(1) Dengan Peraturan Gubernur ind, di
legen,

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur
PFemerintahan Daergh yang memimpin pelaks
menjadi kewenangan daerah otonom

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selaran.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
Peraturan Gubermnur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepalz Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Unit Pelaksana Tekmis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

Jredan tugas adalah paparan atay ben
merupakan upaya pokok yang d

sebagal unsur pPenvealengyara
&Nazn urusan pemerintahan VAR

tangan atas semua Tugas jabatan vanp
lakukan pemegang jabatan,

BABII
FEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

ntuk UPT Sekolah Menengeh Keuruar



&

(2) UPT sebagzimana dimaksud pada ayat (1], masing-masing tersebut piaca

lampiran I yang merupakan bagian tidek terpisahkan dari Peraturan Gubern ur
ini. :

(3] UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala
UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan,

(4] Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawak dan
pertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidilear Wi ayah
yang mewilavahi masing-masing UPT,

BAE I11
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
d. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
©. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1|,

pada lampiran | yang merupalan bagian tidak terpisahkan d
Gubernur ini,

tercantum
arl Peraty Tan

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesutu
Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

(1) Kepala UPT mempunyai  tugas membantu Kepala Dinas
mengoordinasikan dan melaksznakan kebijakan telknis pengelolaan

cladilam

sekoluh
Menengah Kejuruan.
2] Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aval (|,
mempunyai lungsi:
<. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menergal
Kejuruan; =
D. pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelalksanaan pengelolaan Sekalah
Menengah Kejuruan:

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas

dan
fungsinya.
(3) Urzian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaar

TUgas:

0. mendistribusikan dap memberf Petunjuk pelakeanaan tugas;



(1)

5l =

€. memantau, mengawas! dan mengevaluasi pelaksanaan (upgas ol
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

d. menyusun rancangan, mengorsksi, memaraf dan/atau menandatanear:
naskah dinas;

€. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tpgasnya;

merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuan gan, umum
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT; )

g mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan telqis pengelolaan Selolan
Menengah Kejuruan;

h, mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolasn
Sekolah Menengah Kejuruan;

1. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
mengoordinasikan pelaksanaan administras; kegiatan belajar mengajar:

mengoordinagiken dan merumuskan kebijakan terlkait
administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar:
mengoordinasikan pelaksanaan pengaw
dan proses kegiatan belajar mengajar;

m. mengoordinasikan  dan melaksanakan Migas-tugas  sshapgal oo bat
fungsional guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanpan

1. mengoordinasikan dan meneata administrasi ketatausalaan.
lkerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendultung penyelenggaraan pendidikan:
mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstralruriliuler:

p. méngoordinasikan pelaksanaan kegiatan
dan masyarakat;

g

_:l:'

pelaksanaan

asan penyelenggaraan administrasi

kerjasama dengan instansi terlo

9. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bi

mbingan o
‘uar jam sekolah;

mengocrdinasikan dan melaksanalan pemantauan,
evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah M

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemeriniah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UFT:

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pengendahan, dan
cnengah Kejuruan Atas:

w2

R
U. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberilkan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai hahan perumusan kelbijakan;
dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di

perintahkan arasan ceqya
“engan bidang tugasnya,

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasgal 5

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Selksi Yang mempurival tuoas
membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan me :
ttlnis dan administrasl Penyusunan program, pelaporan, umum, kx’.:pi‘:ga.';-:ﬁ,mn,
dan keuangan dalam lingkungan UPT.



e B
(2} Pembentukan satuan tuga.sf unit kerja,
nama lainnva dalam UPT eebagaimang dimaksud pad t (1), dilaparican
kepada Kepala UFT wilayah masing-masing,

N
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Cubernur ini mulai berlaky Pada tanggal diundangkan,

Peraturan
Sulawesi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Cubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Provin si
Selatan.

Diundangkan di Makassar
padatanggal 2 muscy 2017
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RERITA DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 309



No. | UNIT PELAKSANA TERNIS NAMA SATUAN PENDIDIKAN »
| | WILAVAH DISDIK SULSEL LAMA BARU |
L z - i} B

156 UPT, Wil. Palopo SMK NEGERI 5 PALOPO SMEN 5 PALG PO

157 UPT. Wil. Palopo SMK NEGERI 6 PALOPO SMKN 6 PALCPO

158 UPT. Wil. Palapu SMEK NECER! 7 PALOPD SMEN 7 PALOPO

159 UPT, Wil, Luwu Utara SMKN | BONE BONE SMXN | LUWU UTARA

160 UPT, Wil. Luwu Utara SMKN | MASAMBA SMKN 2 LUWU UTARA

161 UPT. Wil. Luwu Utara SMKN | SUKAMAJU SMEN 3 LUWU Uthra |

162 UPT, Wil. Luwu Utara SMKN | TANA LILI SMEN 4 LUWU UTaRa

163 UPT. Wil Luwu Utara SMKN 1 MALANGKE SMKN § LUWL UTA A |

164 | UPT. Wil. Luwu Utars, |SMKN | MALANGKE BARAT SMKN 6 LUWL U7 1ka

165 UPT. Wil. Luwy Utara SMEN | BABSANG SMKN 7 LWL UTARA

166 UPT. Wil, Luwu Utars, SMKN | BAEBUNTA SMKN 8 LUWU UTARA

167 | UPT. Wil. Luwu Timur SMKN | MALILI SMKM 1 LUWU TIMUT

168 UPT. Wil, Luwyu Timur

SMKEN 2 LUWU TiMLIT

SMKN | TOMON!I

/@% SULAWESI SELATAN,
i
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~H. BYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MB

TFwa }
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